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ABSTRAK 

 

ANALISIS KRITIS ATAS PENENTUAN DASAR PENGENAAN PAJAK 

DALAM PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA EKSPEDISI: 

STUDI KASUS PADA POLA 'ALL-IN' YANG MENGINKLUSI BIAYA 

OPERASIONAL DI PT MPX INDONESIA 

 

Oleh 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap penentuan Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) dalam mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa 

ekspedisi di PT MPX Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi 

penggunaan pola penagihan “All-In”, yang menggabungkan seluruh biaya 

operasional ke dalam satu jumlah tagihan bruto, yang kemudian ditetapkan sebagai 

dasar pengenaan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang didukung oleh analisis data 

transaksi berupa invoice dan bukti pemotongan PPh Unifikasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa praktik penentuan DPP pada PT MPX Indonesia belum 

sepenuhnya selaras dengan ketentuan PMK No. 141/PMK.03/2015. Penggunaan 

pola "All-In" mengakibatkan komponen biaya operasional pihak ketiga—seperti 

BBM, biaya penyeberangan, biaya tol, dan tenaga kerja bongkar muat (TKBM)—

ikut terhitung sebagai objek pajak. Analisis simulasi menunjukkan bahwa pola ini 

menyebabkan inefisiensi finansial berupa kelebihan pemotongan pajak (over-

withholding). Secara yuridis, kondisi ini menciptakan risiko sengketa pajak di masa 

depan akibat ketiadaan rincian dokumen pendukung yang memadai. Penelitian ini 

merekomendasikan PT MPX Indonesia untuk melakukan rekonstruksi administrasi 

penagihan dengan memisahkan imbalan jasa dan biaya penggantian 

(Reimbursement) guna menjaga likuiditas perusahaan dan kepatuhan fiskal yang 

tepat. 

Kata Kunci : Pph Pasal 23, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Jasa Ekspedisi, Pola All-     

In 

Fransisca Anggraeni 



 

 

 

 

 

 

(DPP) in the withholding mechanism for Income Tax Article 23 for shipping 

services at PT MPX Indonesia. The main focus of this study is to evaluate the use 

of the "All-In" billing pattern, which combines all operational costs into a single 

gross invoice amount, which is then determined as the tax base. The method used 

in this research is a case study with a qualitative descriptive approach, supported 

by analysis of transaction data in the form of invoices and Unified Income Tax 

withholding slips. The research results show that the taxable income tax (DPP) 

determination practice at PT MPX Indonesia is not fully in line with the 

provisions of Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.03/2015. The use of 

the "All-In" method results in third-party operational cost components—such as 

fuel, ferry fees, toll fees, and loading and unloading labor (TKBM)—being 

included as taxable objects. Simulation analysis shows that this method causes 

financial inefficiency in the form of overwithholding. 

 

Legally, this condition creates the risk of future tax disputes due to the lack of 

adequate detailed supporting documents. 

 

This research recommends that PT MPX Indonesia reconstruct its collection 

administration by separating service fees and reimbursement costs to maintain 

company liquidity and proper fiscal compliance. 

 

Keywords: Income Tax Article 23, Taxable Base (DPP), Expediting Services, All-

In Scheme 

 

ABSTRACT 

 

 

 

A CRITICAL ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF TAX BASE IN 

THE WITHHOLDING OF INCOME TAX ARTICLE 23 FOR SHIPPING 

SERVICES: A CASE STUDY OF THE 'ALL-IN' PATTERN INCLUDING 

OPERATIONAL COSTS AT PT MPX INDONESIA 

 

By 

Fransisca Anggraeni 

 

This study aims to conduct a critical analysis of the determination of the Tax Base 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak memiliki peran fundamental dalam suatu negara, tidak hanya sebagai 

sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan 

pembangunan, tetapi juga sebagai alat regulasi. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dapat dijelaskan bahwa 

pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau badan 

hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum dan bersifat wajib. 

Salah satu jenis pajak pusat yang penting dalam sistem perpajakan 

Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Secara khusus, PPh 

Pasal 23 mengatur pengurangan pajak atas penghasilan yang diterima oleh 

wajib pajak dalam negeri dan Bentuk UsahaTetap, yang berasal dari modal, 

penyediaan jasa, atau pelaksanaan kegiatan. 

 

Fenomena kompleksitas perpajakan di era kontemporer seringkali berasal 

dari ketidakjelasan pembedaan antara jasa yang dikenakan pajak dan unsur 

biaya yang melekat dalam transaksi. Dalam sistem Pajak Penghasilan 

Indonesia, Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan jasa 

dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset sebagai objek 

pemotongan pajak yang penting. Secara teoritis, Prinsip Kepastian Hukum 

(Certainty) dan Prinsip Keadilan (Equity)  yang diusulkan oleh Adam 

Smith menuntut kejelasan mengenai dasar pemajakan. Namun, dalam 

praktik bisnis otomotif dan logistik, seringkali terdapat skema sewa 

kendaraan dengan pola “All-In”, di mana nilai kontrak tidak hanya 

mencakup kompensasi atas penggunaan aset (kendaraan) tetapi juga 

mencakup biaya operasional seperti bahan bakar, biaya tol, dan biaya 

lainnya. 
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Dalam praktik bisnis modern, banyak transaksi bersifat kompleks, salah 

satunya adalah munculnya model layanan terintegrasi atau “bundling 

services”, seperti pola “All-In.” Dalam pola “All-In,” yang menjadi studi 

kasus di PT MPX Indonesia, biaya layanan mungkin sudah mencakup 

biaya operasional. Ketidakjelasan dalam memisahkan komponen biaya ini 

dapat memicu problematika yuridis dan administratif yang signifikan. Titik 

kritis dari masalah ini terletak pada penentuan Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP). Dalam pola ini, jumlah yang dibayarkan oleh customer adalah 

angka tetap yang mencakup semuanya: uang jalan driver, komisi driver, 

biaya bahan bakar, biaya penyeberangan, biaya muat-bongkar (TKBM), 

serta margin keuntungan 10% (exclude tax). Dari perspektif bisnis, pola 

“All-In” sangat efisien karena menyederhanakan administrasi penagihan 

dan memberikan kepastian biaya bagi perusahaan. Namun, dari perspektif 

perpajakan, transparansi nilai menjadi hilang. 

 

Gambar 1. 1 Perbandingan Visualisasi Pola “All-In” 
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Gambar 1. 2 Perbandingan Visualisasi Pola “Reimbursement” 

 

Masalah muncul karena Pasal 23 Pajak Penghasilan seharusnya hanya 

dikenakan pada penghasilan bruto berupa imbalan jasa. Biaya operasional 

seperti bahan bakar, biaya penyeberangan, dan biaya bongkar muat 

(TKBM) sebenarnya bukan “penghasilan” bagi PT MPX, melainkan biaya 

yang seharusnya direimburse oleh pelanggan. Jika PT MPX Indonesia 

memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dari nilai “All-In”, maka secara 

tidak langsung perusahaan mengenakan pajak pada biaya operasional 

tersebut. Hal ini tidak hanya memberatkan customer secara finansial, tetapi 

juga menyimpang dari prinsip keadilan pajak, di mana seseorang 

seharusnya hanya dikenakan pajak atas tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterimanya. Di sisi lain, peraturan perpajakan di Indonesia (seperti 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan) menuntut syarat 

administratif yang sangat ketat jika suatu perusahaan ingin memisahkan 

biaya operasional dari DPP. Tanpa adanya kontrak yang merinci biaya 

secara terpisah atau bukti tagihan pihak ketiga yang sah, kantor pajak 

biasanya akan menganggap nilai kontrak keseluruhan sebagai objek pajak. 

Jika PT MPX Indonesia bersikeras hanya memotong pajak dari nilai 

jasannya tanpa dokumen pendukung yang kuat, perusahaan berisiko 

dikenakan sanksi administratif dan denda karena dianggap telah membayar 

pajak kurang saat audit dilakukan. 
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PT MPX Indonesia, sebagai entitas yang aktif terlibat dalam transaksi jasa 

dengan pola integratif, menghadapi tantangan nyata dalam menentukan 

keseimbangan antara efisiensi administratif dan kepatuhan regulasi. 

Ketidakseimbangan antara ketentuan formal Peraturan Menteri Keuangan 

dan realitas kontrak bisnis yang bersifat lump sum seringkali menempatkan 

perusahaan pada risiko sanksi administratif atau audit pajak. Oleh karena 

itu, analisis kritis diperlukan untuk meneliti bagaimana DPP seharusnya 

ditentukan. Oleh karena itu, studi kasus tentang pola “All-In” di PT MPX 

Indonesia ini penting untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan 

norma Pasal 23 Pajak Penghasilan dalam situasi bisnis yang kompleks, 

mengidentifikasi poin-poin rawan multi-tafsir, dan memberikan masukan 

kritis untuk perbaikan regulasi perpajakan di masa depan. Melalui studi 

kasus ini, penelitian akan mengevaluasi apakah praktik yang dilakukan 

sesuai dengan Prinsip Subtance Over Form dan sejauh mana pemisahan 

unsur jasa dan biaya operasional dapat dilakukan secara akurat guna 

mewujudkan perpajakan yang adil bagi PT MPX Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kesesuaian penentuan Dasar pengenaan Pajak (DPP) PPh 

Pasal 23 atas jasa ekspedisi di PT MPX Indonesia terhadap regulasi 

perpajakan yang berlaku (khususnya PMK No. 141/PMK.03/2015)? 

2. Apa implikasi yudiris dan finansial dari penerapan pola “All-In” yang 

menginklusi biaya operasional ke dalam DPP PPh Pasal 23 bagi PT 

MPX Indonesia dan customer-nya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan menguji kesesuian praktik penantuan Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 di PT MPX Indonesia dengan 

ketentuan PMK No. 14/PMK.03/2015. 
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2. Mengindentifikasi dan mengevaluasi dampak akibat penggunaan pola 

penagihan “All-In” yang menyatukan biaya operasional ke dalam objek 

pajak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Akademisi 

Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi nyata bagi pengembangan literatur perpajakan, khususnya 

terkait implementasi mekanisme pemotongan pajak di inustri jasa 

ekspedisi, yang memiliki struktur biaya yang kompleks. Secara teoritis, 

penelitian ini memperkaya pembahasan mengenai penerapan prinsip 

Subtance Over Form, di mana perpajakan seharusnya didasarkan pada 

hakikat ekonomi dari suatu transaksi, bukan sekadar formalitas 

administratifnya. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan 

ilmiah bagi peneliti masa depan dalam menganalisis ketidakpastian dalam 

menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada pola transaksi All-In”, 

serta bagaimana prinsip kepastian  hukum (certainty principle) 

berinteraksi dengan realitas dinamis di sektor logistik. 

 

b. Bagi Praktisi 

Bagi para praktisi, terutama PT MPX Indonesia dan perusahaan sejenis, 

hasil penelitian ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kritis untuk 

kebijakan internal dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 23. Manfaat 

praktisnya meliputi pemberian panduan strategis dalam merestrukturisasi 

administrasi penagihan dan menyusun klausul kontrak yang lebih aman 

secara fiskal. Dengan memahami pemisahan antara biaya jasa dan biaya 

operasional (reimbursement), praktisi dapat meminimalkan risiko sanksi 

administratif akibat kesalahan pemotongan pajak yang kurang saat 

dilakukan audit oleh otoritas fiskal. Selain itu, penelitian ini menawarkan 

solusi untuk menciptakan efisiensi beban pajak bagi mitra customer, 
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sehingga hubungan bisnis tetap harmonis tanpa melanggar kepatuhan 

pajak yang berlaku. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2020 adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi tersebut bersifat 

memaksa dan memiliki landasan dan dasar pada peraturan-peraturan yang 

telah ada yang kemudian tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjukkan, tetapi memiliki kegunaan untuk membiayai pengeluaran 

yang telah dikeluarkan oleh negara (Bohari, 2002:23). Jadi, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan. 

 

Bagi suatu negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai 

sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. 

Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, 

stabilitas ekonomi, relokasi sumber-sumber ekonomi. 
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2.2 Fungsi Pajak 

Menurut Resmi (2011) ada beberapa fungsi pajak, yakni sebagai berikut: 

 

1. Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik 

rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, 

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas 

negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan 

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 

berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi 

pengatur. 

a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat 

terjadi transakai jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah 

suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut 

harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar 

rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah 

(mengurangi gaya hidup mewah). 

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar 

pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 

(membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan. 
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c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengekapor hasil produksinya di pasar dunia sehingga 

memperbesar devisa negara. 

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 

tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan 

lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap 

industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi 

(membahayakan kesehatan). 

e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan 

peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan 

penghitungan pajak 

f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor 

asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. 

 

2.3 Ciri-Ciri Pajak 

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaanya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2.  Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh 

pembayar pajak). 

3. Pajak diberuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran negara dalam 

melayani kepentingan umum. 

 

2.4 Sistem Pungutan Pajak 

Menurut Resmi (2011) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem 

pemungutan, yaitu: 
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1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan 

memungut pajali sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan 

pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan 

ada pada aparatur perpajakan). 

2. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada di tangan Wajil: Pajak. Wajib Pajak dianggap 

mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang 

sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan 

arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi 

kepercayaan untuk: 

a. menghitung sendiri pajak yang terutang, 

b. memperhitungkan sendiri pajak yang teratang 

c. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, 

d. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan 

e. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang 

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian 

besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada 

Wajib Pajak). 

3. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentulian besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 



11 
 

yang berlaku. Pemunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan 

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan 

lamnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan 

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. 

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 

tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada 

pihak ketiga. 

 

2.5 Jenis Pajak 

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak 

dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, 

beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan 

menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. 

1. Jenis Pajak Berdasarkan Golongan  

Menurut Golongannya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung 

dan Pajak Tidak Langsung. 

a. Pajak Langsung 

Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat 

Menurut Sıfatnya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Subjektif dan 

Pajak Objektif.  

a. Pajak Subjektif 

Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
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Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Objektif 

Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah. 

3. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut 

Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak 

negara dan Pajak Daerah. 

a. Pajak Pusat 

Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Negara 

1) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak: 

A. Pajak Penghasilan (PPH) 

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

D. Bea Meterai 

E. Bea lelang 

2) Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai). 

b. Pajak Daerah 

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, 

Kabupaten/Kota, pemungutannya berdasarkan pada Peraturan 

Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk membiayai 

keperluan rumah tangga daerah masing-masing.  

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari: 

A. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor 

B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan 
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yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, Warisan 

atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas 

penguasaan bahan bakar kendaraan bermotor. 

D. Pajak Perigambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 

Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan. 

E. Pajak Rokok pungutan atas cukar rokok yang dipungut oleh 

Pemerintah. 

 

2) Jenis Pajak Kabupaten/ Kota 

A. Pajak Hotel 

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang 

untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan 

atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk 

bangunan yang lainnya yang mengatur, dikelola dan 

dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan 

yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan 

subyek hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. 

B. Pajak Restoran 

Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap 

makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut 

bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau cattering. 

Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang 

disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan 

subyek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan 

yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib 

pajak restorannya itu pengusaha restoran dan tarif pajak 

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 
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C. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan 

dipungut biaya. Objek pajak hiburan adalah semua 

penyelenggaraan hiburan, sedangkan subjek pajak adalah 

orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati 

hiburan. 

D. Pajak Reklame 

Reklame adalah benda, alat, media yang menurut bentuk 

susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial 

dipergunakan untuk memperkenalkan. mengajukan atau 

memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan 

atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang 

dilakukan oleh pemerintah. Objek pajak ialah 

penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah 

orang pribadi atau badannya yang menyelenggarakan atau 

memesan reklame. Tanf pajak ditetapkan sebesar 25%. 

E. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas pengurangan 

tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun 

diperoleh dan sumber lain 

F. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah pajak atas 

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, 

baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi 

untuk dimanfaatkan. 

G. Pajak Parkir  

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 
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usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

H. Pajak Air Tanah  

Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang 

terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah 

permukaan tanah. 

I. Pajak Sarang Burung Walet  

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

J. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan  

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi 

adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan 

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman 

dan/atau laut. 

K. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan  

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah salah 

satu jenis pajak yang dibebankan atas perolehan hak atas 

tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan 

yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum 

(sah secara hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai 

pajak BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya 

jual/beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak 
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atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, tukar 

lahan. 

 

2.6 Tujuan Pajak 

Apabila membahas tentang tujuan pajak maka, tujuan pajak tidak terlepas 

dari tujuan negara, dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan 

tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak 

maupun tujuan negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan 

masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu 

tujuan pajak tidak mungkin lepas dari tujuan yang mendasarinya. Sehingga 

pajak yang dipungut dari masyarakat selain digunakan untuk proses 

pembangunan hendaknya dipergunakan untuk keperluan dan kesejahteraan 

masyarakat itu sendiri. Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari 

diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya 

ekonomi suatu negara yaitu: 

 

1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber 

dari konsumsi ke investasi. 

2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal. 

3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah 

sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan 

masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya 

investasi pemerintah. 

4. Untuk memodifikasi pola investasi. 

5. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi 

6. Untuk memobilisasi surplus ekonomi. 
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2.7 Pajak Penghasilan  

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 

bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dipungut terhadap orang 

pribadi dan badan hukum berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima 

dalam setahun. Peraturan pajak penghasilan pertama kali diatur dalam UU 

No.7 Tahun 1983. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang 

dipungut oleh pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung, 

pajak penghasilan ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan, dalam 

arti pajak penghasilan tidak dapat dibebankan kepada pihak ketiga dan tidak 

termasuk dalam harga jual atau biaya produksi. 

 

2.8 Pajak Penghasilan Pasal 23 

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut (Waluyo, 2013) pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak 

penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal 

dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 

telah dipotong Pajak Penghasilan 21, yang dibayarkan atau terutang oleh 

badan pemerintahan atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya. 

2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 

Berdasarkan undang-Undang republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 

Tentang Pajak Penghasila Pasal 23 tarif pajak Penghasilan 23 dijelaskan 

sebagai berikut: 

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk 

apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh 

tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan 

dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 
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perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam 

negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib 

membayarkan: 

a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, 

bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian utang, royalty, hadiah, penghargaan, bonus, 

dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e; 

b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas; 

1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan 

2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 

3. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 23 

Menurut (Resmi, 2014) saat terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut: 

A. Pajak Penghasilan 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya 

pembayaran atau pada akhir  bulan  terutangnya  penghasilan  yang  

bersangkutan.  Yang  dimaksud  saat terutangnya penghasilan yang 

bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong 

pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. 

B. Pajak  Penghasilan  Pasal  23  harus  disetorkan oleh  pemotong  

pajak  selambat-lambatnya  tanggal  10  (supuluh)  bulan  takwim  

berikutnya  setelah  bulan  saat terutangnya pajak ke bank ke bank 

persepsi atau Kantor Pos Indonesia. 
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C. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari 

setelah Masa Pajak berakhir. 

D. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan 

kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan 

yang dipotong. 

E. Pelaksanaan pemotongan,penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 

dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat 

terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang 

merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk 

mempermudah  pengawasan  terhadap  pelaksanaan pemotongan  

PPh  Pasal  23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek 

pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh 

kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh 

kantor cabang yang bersangkutan. 

 

2.9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015 tentang 

Penegasan atas Penghasilan yang Merupakan Objek Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 23 Sehubungan 

dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan. Lampiran PMK-141/PMK.03/2015, 

Bagian VI, Huruf A, Nomor 2: Menegaskan bahwa DPP PPh Pasal 23 atas 

sewa adalah "Jumlah Bruto". Dalam penjelasan disebutkan bahwa "Jumlah 

Bruto merupakan jumlah seluruh penghasilan yang dibayarkan, disediakan 

untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh pihak yang 

membayar...". Ini mencakup seluruh jumlah yang dibayar atau yang 

seharusnya dibayar oleh penyewa kepada penyedia jasa sewa. 
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2.10 Prinsip Subtance Over Form 

Substance Over Form merupakan prinsip akuntansi yang menjelaskan 

bahwa transaksi lebih diatur oleh alasan komersial mereka daripada bentuk 

hukumnya, terutama sebagaimana diterapkan pada akuntansi materi iklan 

dan off-balance sheet (Kurian, 2013). Prinsip Substance Over Form 

(Substansi Mengungguli Bentuk) adalah konsep akuntansi di mana transaksi 

dicatat dan disajikan sesuai dengan realitas ekonomi dan hakikat 

sebenarnya, bukan sekadar mengikuti aspek formal atau hukum yang tertulis 

(Sasongko, 2020). Sederhananya: Jika ada perbedaan antara "apa yang 

tertulis di kertas" dengan "apa yang sebenarnya terjadi secara bisnis," maka 

akuntansi harus memprioritaskan apa yang sebenarnya terjadi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Laporan Akhir 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis tentang suatu 

permasalahan yang bersifat aktual, kemudian menganalisisnya dan menarik 

kesimpulan darinya. Kesimpulan yang diambil harus jelas agar segala 

sesuatunya dapat ditelusuri dari data yang diperoleh. Data akan dianalisis 

dengan metode Analisis Komparatif, yaitu membandingkan antara praktik 

penentuan DPP yang dilakukan PT MPX Indonesia dengan ketentuan 

normatif dalam regulasi perpajakan. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel menurut Sugiyono, (2016:118) sampel ialah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut. Adapun menurut 

Sugiyono, (2017:81) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi 

sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari 

jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling menurut 

Sugiyono, (2016:81) ialah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan. 

 

Mengacu pada sampel yang telah dijelaskan diatas maka penulis melakukan 

sampeling pada data pengenaan PPh Pasal 23 pada PT MPX Indonesia. 

 

3.3 Sumber dan Jenis Data  

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan data primer dan data skunder. 

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian, yang 

dikumpulkan peneliti secara langsung ke lapangan. Pada umumnya, data 

primer akan dijadikan sebagai data utama karena keakuratan datanya tidak 
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diragukan lagi. Karena dalam proses pengumpulan data, peneliti akan 

melihat langsung bagaimana keadaan yang terjadi di lokasi pengumpulan 

data, sehingga kemungkinan untuk memanipulasi data lebih kecil (Soesana 

:2023). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak 

terkait di bagian perpajakan/keuangan PT MPX Indonesia serta observasi 

terhadap dokumen internal (faktur, kontrak sewa). Sebuah penelitian jika 

data primernya tidak mampu menjawab permasalahan yang ada hingga 

tuntas, biasanya peneliti menggunakan data sekunder sebagai 

pelengkapnya. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Data sekunder diperoleh dari sumber lain yang telah ada. 

Peneliti bisa memanfaatkan berbagai sumber untuk mendapatkan data 

sekunder, seperti artikel jurnal, situs publikasi pemerintah, buku, catatan 

internal sebuah perusahaan/organisasi, serta sumber lainnya 

(Soesana:2023). 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2016:317) Wawancara digunakan sebagai metode 

pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. Dalam metode wawancara ini, peneliti melakukan 

tanya jawab kepada pimpinan unit secara tatap muka Melalui 

wawancara ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam mengenai tingkat 

pengenaan PPh Pasal 23 pada PT MPX Indonesia. 
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2. Studi Dokumentasi 

Menurut Zaldafrial (2012:39) Dokumen adalah catatan tertulis tentang 

berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Metode studi 

dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana si peneliti 

mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan 

melalui dokumendokumen penung yang tersimpan. 

3. Studi Kepustakaan  

Menurut Abdhul (2023) studi pustaka atau studi kepustakaan adalah 

proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik 

buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai 

sumber rujukan untuk tulisan yang disusun. 

 

3.5 Objek Kajian Praktik 

3.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Kerja Praktik dilaksakan di PT MPX Indonesia, yang ber-alamat di 

Jl. Soekarno Hatta No. 16 A Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, 

Bandar Lampung. Waktu kerja praktık dilaksanakan pada 12 Januari 

2025 s.d. 24 Februari 2025. 

 

3.5.2 Gambaran Umum PT MPX Indonesia 

3.5.2.1 Profil Singkat PT MPX Indonesia  

Sejak tahun 2008, PT MPX Indonesia telah berdiri dan 

melayani dalam bentuk Perseroan Terbatas untuk 

menerapkan dasar-dasar profesionalisme dalam bisnis jasa 

transportasi dan logistic. Keberhasilan PT MPX Indonesia 

terletak pada kerjasama team yang baik, melayani dengan 

sepenuh hati, sistem kerja terintegrasi, dan bertanggung 

jawab atas setiap kepercayaan yang telah diberikan. Team 

MPX Indonesia adalah team yang solid, mempunyai rasa 
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saling memiliki dan memiliki tujuan yang jelas sesuai 

dengan visi perusahaan. PT MPX Indonesia berkomitmen 

untuk selalu meyediakan informasi yang akurat atas setiap 

pengiriman barang yang dibutuhkaan oleh semua partner 

kami setiap saat. Layanan informasi 24 jam merupakan 

salah satu keunggulan dalam pelayanan kami kepada 

seluruh partner. 

 

3.5.2.2 Visi dan Misi  

PT MPX Indonesia adalah salah satu Perusahaan swasta di 

Kota Bandar Lampung, mempunyai visi dan misi sebagai 

berikut: 

1. Misi PT MPX Indonesia: 

Melayani dengan sepenuh hati dan fokus pada detail 

kebutuhan Anda dalam setiap proses pengiriman agar 

mampu mewujudkan kepuasan dan kepercayaan dalam 

bentuk bisnis jangka panjang. 

2. Visi PT MPX Indonesia: 

Menjadi Perusahaan Jasa Transportasi dan Logistic 

Nasional Pertama di Indonesia dengan Pelayanan 

bertaraf International. 

 

3.5.3 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi untuk PT MPX Indonesia adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 3. 1 Sruktur Organisai PT MPX Indonesia 

 

Untuk memperjelas dan mempertegas fungsi, tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab, maka dari itu dibentuk struktur organisasi yang 

disusun sebagai berikut: 

1) Komisaris 

Komisaris berperan sebagai pengawas tertinggi yang mewakili 

kepentingan pemegang saham. Tugas utamanya adalah 

memantau kebijakan dewan direksi dan memberikan saran 

strategis untuk memastikan perusahaan terus beroperasi sesuai 

dengan visi dan peraturan yang berlaku. Dalam 

operasionalnya, mereka memastikan bahwa investasi alat 

transportasi dan gudang dikelola dengan risiko yang dapat 

diukur tanpa terlibat dalam urusan teknis sehari-hari. 

 

2) Direktur 

Direktur adalah nahkoda operasional yang sepenuhnya 

bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan. Ia bertugas 

merumuskan strategi besar, mengambil keputusan krusial 

terkait ekspansi regional, dan memastikan semua divisi 

mencapai target mereka. Direktur memikul tanggung jawab 

hukum dan moral atas kesehatan keuangan perusahaan dan 

reputasi publik. 
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3) Operasional 

Operasional adalah jantung dari bisnis ekspedisi. Tugasnya 

meliputi pengelolaan gudang, pengelolaan armada, driver, dan 

memastikan barang sampai ke konsumen tepat waktu (SLA). 

Mereka berwenang untuk mengatur jadwal pengiriman dan 

sepenuhnya bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan 

paket selama pengiriman. 

 

4) Finance 

Bidang finance berfokus pada pengelolaan arus kas 

perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas perencanaan 

anggaran, pemrosesan pembayaran kepada vendor (seperti 

biaya bahan bakar atau biaya penyeberangan), dan menagih 

pembayaran dari klien (AR). Kewenangan mereka terletak 

pada persetujuan pengeluaran untuk menjaga likuiditas 

perusahaan agar operasional tidak terhenti. 

 

5) Audit Internal 

Audit Internal berfungsi sebagai pengendali kualitas dan 

kepatuhan. Mereka bertugas memeriksa kebocoran anggaran 

atau pelanggaran SOP di lapangan, seperti manipulasi biaya 

pengiriman. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan 

audit terhadap semua departemen dan bertanggung jawab 

untuk menyajikan laporan objektif kepada dewan direksi guna 

mencegah kecurangan. 

 

6) Accounting & Tax 

Berbeda dengan finance, bidang ini berfokus pada pencatatan 

riwayat transaksi dan kepatuhan pajak. Mereka bertugas 

menyusun laporan keuangan bulanan/tahunan dan menghitung 

kewajiban pajak perusahaan (seperti PPN jasa angkutan). 
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Tanggung jawab utamanya adalah memastikan bahwa laporan 

keuangan akurat dan perusahaan terhindar dari denda pajak. 

 

7) Marketing 

Marketing bertanggung jawab untuk mencari klien baru dan 

mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Mereka 

berwenang untuk menentukan strategi promosi, melakukan 

riset pasar, dan menegosiasikan kontrak dengan klien korporat 

(B2B). Tugas mereka adalah memastikan pertumbuhan 

volume pengiriman dan memperkuat brand di tengah 

persaingan yang ketat di industri jasa ekspedisi. 

 

8) HRD & GA 

HRD & GA mengelola sumber daya manusia dan aset umum. 

HRD berfokus pada perekrutan driver/karyawan, pelatihan, 

dan penggajian, sementara General Affairs (GA) menangani 

legalitas kendaraan (STNK/KIR), pemeliharaan kantor, dan 

pengadaan perlengkapan kantor. Mereka bertanggung jawab 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan 

memastikan bahwa semua fasilitas fisik mendukung 

operasional. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Praktik penentuan DPP pada PT MPX Indonesia saat ini belum 

sepenuhnya selaras dengan ketentuan PMK No. 141/PMK.03/2015. Hal 

ini disebabkan oleh penggunaan pola penagihan "All-In" yang 

menggabungkan imbalan jasa dengan biaya operasional pihak ketiga 

(seperti BBM, tol, penyeberangan, dan TKBM) ke dalam satu jumlah 

tagihan bruto sebagai dasar pemotongan pajak. Penerapan pola "All-In" 

mengakibatkan biaya operasional ikut terhitung sebagai objek pajak. 

Secara teoritis, hal ini menyimpang dari Prinsip Keadilan (Equity), di 

mana pajak seharusnya hanya dikenakan atas tambahan kemampuan 

ekonomis (margin keuntungan/imbalan jasa) dan bukan atas biaya yang 

dapat direimburse.  

 

2. Penggunaan pola All-In tersebut memicu terjadinya inefisiensi finansial 

berupa kelebihan pemotongan pajak (over-withholding). Hal ini secara 

tidak langsung memberatkan customer karena membayar pajak atas nilai 

yang sebenarnya merupakan biaya operasional murni. Tanpa adanya 

pemisahan dokumen yang jelas (seperti rincian biaya dalam kontrak atau 

bukti tagihan pihak ketiga), PT MPX Indonesia menghadapi risiko tinggi 

berupa sengketa pajak di masa depan. Secara administratif, kantor pajak 

akan tetap menganggap nilai kontrak keseluruhan sebagai objek pajak 

jika syarat formal pemisahan biaya tidak terpenuhi. Diperlukan 

perubahan pola dari "All-In" menjadi pola yang memisahkan antara 

imbalan jasa dan biaya penggantian (reimbursement). Dengan 

mengecualikan (exclude) margin biaya operasional dari DPP, perusahaan 

dapat mewujudkan kepatuhan fiskal yang lebih akurat sekaligus menjaga 

hubungan bisnis yang harmonis dengan mitra customer. 
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5.2 Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran 

strategis bagi PT MPX Indonesia.  

1) Perusahaan disarankan untuk mengubah sistem administrasi 

penagihan dari pola “All-In” menjadi pola reimbursement. Dalam 

setiap invoive yang diterbitkan, PT MPX Indonesia wajib memisahkan 

secara jelas biaya imbalan jasa dari biaya operasional pihak ketiga 

(BBM, penyeberangan, tol, dan TKBM) agar customer hanya 

memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas nilai jasanya saja. 

2) Perusahaan wajib untuk memperketat pengelolaan dokumen 

pendukung dengan memastikan bahwa setiap biaya operasional 

disertai dengan bukti pembayaran atau kuitansi asli dari pihak ketiga. 

Hal ini sesuai dengan persyaratan administratif dalam PMK No. 

141/PMK.03/2015 untuk mengecualikan biaya-biaya tersebut dari 

DPP. 

3) Disarankan bagi bagian keuangan untuk memperbarui klausul kontrak 

kerja sama yang mencantumkan kesepakatan pemisahan DPP guna 

menghindari sengketa pajak di masa depan dan menjaga kesehatan 

arus kas perusahaan. 
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